SALINAN

BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 58 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2020
TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH
2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

Menimbang: a. bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi perlu diarahkan
untuk mendukung terwujudnya sasaran pembangunan dalam
mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik
yang berkualitas dan meningkatnya daya saing daerah;

b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2020 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 2020-2024
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor
43 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Nomor 36 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Daerah 2020-2024 sudah tidak sesuai dengan
perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubabh;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Nomor 36 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Daerah 2020-2024;



Mengingat: 1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design reformasi birokrasi 2010-2025 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 141);



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

10.

Menetapkan :

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi
Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 601);

Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2020 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 2020-2024 (Berita
Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 36)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 43
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor
36 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Daerah 2020-2024 (Berita Daerah Kabupaten
Buleleng Tahun 2021 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH
2020-2024.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun
2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah
Daerah 2020-2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun
2020 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2020 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 2020-2024 (Berita
Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 43), diubah
sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 9 Pasal 1 dihapus sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Buleleng.

3. Bupati adalah Bupati Buleleng.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Buleleng.

Inspektorat adalah Inspektorat Daerah.

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng.

7. Grand Design Reformasi Birokrasi adalah rancangan
induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi
birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025.

8. Road Map Reformasi Birokrasi adalah bentuk
operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi dan
rencana rinci Reformasi Birokrasi selama 5 (lima) tahun
dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya lima tahun
dengan sasaran per tahun yang jelas.

9. Dihapus.



2. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal,

yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Sistematika dokumen Road Map Reformasi Birokrasi 2023-

2024 sebagai berikut:

a. ringkasan eksekutif;

b. pendahuluan;

c. gambaran birokrasi instansi Pemerintah Daerah;

d. agenda reformasi birokrasi instansi Pemerintah Daerah;

e. mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan
reformasi birokrasi; dan

f. penutup.

3. Di antara Bab III dan Bab IV disisipkan 1 (satu) Bab, yakni
Bab IIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IITA
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

4. Di antara Pasal 3A dan Pasal 4 disisipkan 3 (tiga) Pasal,
yakni Pasal 3B, Pasal 3C, dan Pasal 3D sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 3B

Pelaksanaan reformasi birokrasi terdiri dari:
a. pelaksanaan reformasi birokrasi general; dan

b. pelaksanaan reformasi birokrasi tematik.



Pasal 3C

Pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3B huruf a terdiri dari 21 (dua puluh satu)

kegiatan utama yang bersumber dari mandat reformasi

birokrasi nasional meliputi:

a.

[—
.

S -

»

penyederhanaan birokrasi (penyederhanaan struktur
organisasi/transformasi organisasi berbasis kinerja dan
agile);

pelaksanaan sistem kerja baru dengan model fleksibel
bagi pegawai aparatur sipil negara;

pelaksanaan arsitektur sistem pemerintahan berbasis
elektronik nasional;

pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah yang terintegrasi;

pelaksanaan pelayanan publik digital;

pembangunan zona integritas di unit kerja;

penguatan implementasi sistem pengendalian intern
pemerintah;

penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat;
penguatan upaya pencegahan korupsi;

pelaksanaan tata kelola kebijakan publik;

pelaksanaan pembentukan Peraturan Perundangan-
undangan,;

pelaksanaan arsip digital;

pelaksanaan data statistik sektoral;

penguatan pengadaan barang dan jasa pemerintah;
penguatan pengelolaan keuangan dan aset;

penataan jabatan fungsional,;

penguatan manajemen talenta aparatur sipil negara;
pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara;
penguatan sistem merit;

pelaksanaan core value aparatur sipil negara; dan

pelaksanaan pelayanan publik prima.



Pasal 3D

Pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3B huruf b terdiri dari S (lima) tema meliputi:

a.
b.
c.

d.

€.

penanggulangan kemiskinan,;

peningkatan investasi;

digitalisasi pemerintahan;

peningkatan penggunaan produk dalam negeri; dan

pengendalian inflasi.

Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 5 diubah sehingga

berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 5

Bupati melaksanakan pengendalian dan evaluasi
pelaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan
Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati
membentuk:

a. tim reformasi birokrasi general; dan

b. tim reformasi birokrasi tematik.

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan

dengan Keputusan Bupati.

Ketentuan Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal [T

Peraiuran Bupati ini mulai berlalu pada tangpal divndangkan.
Agar seliap UTEIE mengelahwnya, memerinlahkan
pengundangan Peraturan Hupati ini dengan penempatannya
dalarn Berita Daerah Kaebupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada angegal 29 Descmber 2023
PENJABAT BUPATI BULELENG,

Ttd
KETUT LIHADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 29 Desember 2023
SEERETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

Ttd

GEDE SITYASA
BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023 NOMOR 58

Sulmen sesual dengyall asbinyg
Kepala Baglan Hukuam,

The
Made Bayn Waringin, 5.H.. M.H.
MIP. 198107 162008051001

jdih.bulelengkab.go.id



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BULELENG

NOMOR 58 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH DAERAH 2020-2024

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pemerintah Kabupaten Buleleng selama periode Road Map Reformasi
Birokrasi Tahun 2020-2024 telah berjalan sesuai dengan target kinerja yang
telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022.
Berdasarkan capaian Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Buleleng telah
mencapai Predikat “B” dengan kategori “BAIK” dengan capaian nilai sebesar
66,81. Dari capaian tersebut, tentunya masih perlu upaya peningkatan,
karena kalau kita lihat masih ada beberapa komponen dalam penilaian yang
terlihat fluktuatif. Inilah yang perlu juga menjadi pencermatan kita untuk

selalu melakukan perbaikan.

Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Buleleng tahun
pelaksanaan 2023-2024 bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan
Reformasi Birokrasi Kabupaten Buleleng agar berjalan secara efektif, efisien,
terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan. Kondisi ini
baru bisa kita wujudkan bila dalam penyusunan dokumen perencanaan
sinergis dan selaras dengan dokumen perencanaan tingkat atasnya.
Sinergitas dalam perencanaan ini seperti terlihat dalam penyusunan Road
Map Reformasi Birokrasi. Hal-hal yang dituangkan dalam Road Map
Reformasi Birokrasi ini merupakan agenda prioritas nasional dengan 2 (dua)

isu strategis yaitu isu strategis tingkat hulu dan isu strategis tingkat hilir.



Pelaksanaan isu strategis di tingkat hulu dituangkan dalam rencana
aksi pelaksanaan Reformasi Birokrasi General. Ditingkat hilir pelaksanaannya
dipertajam bersamaan dengan pelaksanaan rencana aksi dengan isu strategis
Reformasi Birokrasi Tematik Tahun pelaksanaan 2023-2024. Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi General dan Tematik merupakan mandatory dari Road
Map Reformasi Birokrasi Nasional dengan 21 (dua puluh satu) kegiatan

utama, 26 (dua puluh enam) indikator serta 5 (lima) tema RB tematik.

Semoga Road Map Reformasi Birokrasi ini, dapat membantu
menciptakan kesuksesan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang merupakan
tanggung jawab segenap elemen pemerintahan, sehingga kesadaran dan

komitmen yang kuat harus dibangun bersama.



BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Buleleng 2020-
2024 adalah dokumen rencana kerja Reformasi Birokrasi. Dengan
ditetapkannya Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026, sebagai
upaya menjamin keberlanjutan dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi di
Kabupaten Buleleng, diperlukan suatu instrumen kebijakan, yang dapat
menjadi tolok ukur dari keberlanjutan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, maka menjadi suatu keharusan bagi
pemerintah daerah untuk menyusun kembali Road Map Reformasi Birokrasi,
guna menjamin sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan Reformasi

Birokrasi dan percepatan pencapaian sasaran strategis Reformasi Birokrasi.

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023,
berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi masih
menunjukkan adanya gap antara kondisi capaian terkini dengan kondisi yang
diharapkan pada akhir Tahun 2025. Gap tersebut dapat dilihat dari dua sisi,
yaitu dari sisi perencanaan dan sisi pelaksanaan. Pada sisi perencanaan Road
Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 25 Tahun 2020, belum optimal mengakselerasi tata kelola
pemerintahan yang mendorong percepatan pencapaian pembangunan
nasioanal dan peningkatan daya saing global. Pada sisi pelaksanaanya,
pengelolaan Reformasi Birokrasi di level nasional maupun instansional belum
secara optimal dirasakan masyarakat, seperti pelayanan publik dan
pengurangan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Perencanaan dan
pelaksanaan Reformasi Birokrasi juga masih dilakukan secara parsial oleh
masing-masing Instansi Pemerintah sehingga belum berfokus pada isu

strategis nasional serta arah Pembangunan Nasional.



Terkait hal tersebut dalam rangka meningkatkan kualitas Reformasi
Birokrasi di Kabupaten Buleleng pada sisi perencanaan memerlukan
keselarasan antara Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Buleleng dengan
Road Map Reformasi Birokrasi Provinsi dan Road Map Reformasi Birokrasi
Nasional. Sedangkan untuk peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi pada
sisi pelaksanaan memerlukan keterpaduan kinerja antara Pemerintah Daerah
Kabupaten dengan Perangkat Daerah, sehingga mampu memastikan
pelaksanaan Reformasi Birokrasi tidak hanya sebatas perbaikan tata kelola
pemerintahan semata, namun harus mampu meningkatkan Kkinerja
pembangunan yang dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat.

Berdasarkan wuraian di atas, maka Road Map Reformasi Birokrasi
Kabupaten Buleleng Tahun Pelaksanaan 2023-2024 dalam penyusunnya
mengedepankan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Jelas, mudah dipahami dan dapat dilaksanakan,;

2. Ringkas, disajikan secara ringkas dan padat sesuai format yang
ditentukan;

3. Terukur, inisiatif strategis, target, waktu, keluaran (output) dan hasil
(outcomes) dapat diukur;

4. Dinamis, dapat mengakomodasi umpan balik dan perbaikan-perbaikan
yang diperlukan;

5. Komitmen, merupakan kesepakatan Bersama yang memberikan gambaran
kesadaran akan tanggung jawab yang harus diselesaikan;

6. Selaras, dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Buleleng
diselaraskan dengan dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi Provinsi
dan diselaraskan dengan dokumen Road Map Reformasi Birokrasi
Nasional; dan

7. Terintegrasi, dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi disusun secara
terintegrasi antara Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Buleleng
dengan Road Map Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah serta terpadu

dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD).



BAB II
GAMBARAN BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

2.1 Capaian Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Buleleng

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Buleleng sejak tahun
2018 sampai dengan Tahun 2022 telah mengalami peningkatan yang
signifikan yang ditandai dengan peningkatan capaian Indeks Reformasi
Birokrasi Pemerintah Kabupaten Buleleng. Peningkatan capaian pelaksanaan
Reformasi Birokrasi di Kabupaten Buleleng tersebut, dapat tergambar dari
capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada lingkungan Pemerintah

Kabupaten Buleleng sebagai berikut :

1. Capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten
Buleleng.

Pemerintah Kabupaten Buleleng selama periode Road Map Reformasi
Birokrasi Tahun 2020-2024 telah berjalan sesuai dengan target kinerja yang
telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022.
Berdasarkan capaian Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Buleleng telah
mencapai Predikat “B” kategori “BAIK” dengan capaian nilai sebesar 66,81.
Adapun progres capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten

Buleleng selama kurun waktu Tahun 2018-2022 terlihat pada tabel 2.1



Tabel 2.1
Capaian Indeks Reformasi Birokrasi

Pemerintah Kabupaten Buleleng

2018-2022
o KOMPONEN COBOT TAHUN ANGGARAN
PENILAIAN 2018 | 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8
A. | Komponen Pengungkit
I. | Pemenuhan 20 13,69 13,79 10,6 10,78 11,75
II. | Hasil Antara 10 2,7 2,73 4,66 5,40 7,05
Area
Perubahan
III. | Reform 30 10,07 10,2 13,76 15,27 15,82
Total Komponen 60 26,46 | 26,72 | 29,02 31,45 34,62
Pengungkit
B. | Komponen Hasil
1. | Akuntabilitas 10 7,025 7,185 7,83 7,82 7,81
Kinerja dan
Keuangan
2. | Kualitas 10 8,38 8,40 9,00 8,36 9,56
Pelayanan
Publik
3. | Pemerintahan 10 8,88 9,07 9,58 8,13 8,74
Yang Bersih
dan Bebas
KKN
4. | Kinerja 10 7,025 7,185 5,15 6,45 6,08
Organisasi
Total Komponen 40 31,31 31,84 31,56 30,76 32,19
Hasil
Indeks RB
et © Easd) 100,00 57,77 58,56 60,58 62,21 66,81
Tingkat/Predikat RB C CC B B B

Sumber : Laporan Hasil Evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2018-2022




2.Isu Strategis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten
Buleleng
Isu Strategis pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Buleleng
tidak terlepas dari Isu Strategis Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2020-
2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023, Isu Strategis
Reformasi Birokrasi Nasional terbagi kedalam dua Isu Strategis yaitu :
a. Isu Strategis di Tingkat Hulu
Isu Strategis Tingkat Hulu yang disebut dengan Reformasi Birokrasi
General, merupakan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang
bersumber pada tata kelola pemerintahan. Isu Strategis tingkat hulu
umumnya akan menimbulkan potensi masalah lain jika tidak segera
ditangani. Beberapa Isu tingkat hulu yang berkaitan dengan pelaksanaan
Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut :
1. Birokrasi yang Belum Kolaboratif;
2. Transformasi Digital yang Belum Optimal;
3. Penyederhanaan Struktur dan Mekanisme Kerja Baru yang belum
tuntas;
4. Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan yang masih menghadapi
kendala; dan

5. Budaya Birokrasi BerAKHLAK yang belum terimplementasi dengan baik.

b. Isu Strategis di Tingkat Hilir
Isu Strategis tingkat hilir yang disebut dengan Reformasi Birokrasi

Tematik, merupakan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan
agenda program Pembangunan Nasional. Isu strategis hilir merupakan
kunci keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Beberapa isu
strategis hilir yang berkaitan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi,
diantaranya sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tema penanggulangan kemiskinan;

2. Pelaksanaan tema peningkatan investasi;

3. Pelaksanaan tema digitalisasi pemerintahan;

4. Pelaksanaan tema peningkatan penggunaan produk dalam negeri

(PSDN); dan

5. Pelaksanaan tema pengendalian inflasi.



2.2 Harapan Pemangku Kepentingan

Untuk menjamin efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan
kebijakan Reformasi Birokrasi, baik Reformasi Birokrasi General maupun
Reformasi  Birokrasi Tematik memerlukan  keterpaduan  dalam
pembangunan. Keterpaduan ini diupayakan dengan pembenahan pengelola
Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng.
Pembenahan dimaksud nantinya mampu menuntaskan isu-isu strategis

dan dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.



BAB III
AGENDA REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

3.1 Penetapan Tujuan, Sasaran, Kegiatan Utama dan Indikator Reformasi

Birokrasi Kabupaten Buleleng

Tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi di Kabupaten Buleleng
mengikuti tujuan dan sasaran level mikro sebagaimana tercantum
dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023. Adapun tujuan, sasaran,

kegiatan utama dan indikatornya tergambar pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, Kegiatan Utama dan Indikator Reformasi Birokrasi

General Pemerintah Kabupaten Buleleng

Tujuan Sasaran Kegiatan Utama Indikator
1 2 3 4

Birokrasi yang Terciptanya Penyederhanaan Tingkat
bersih, efektif dan tata kelola Birokrasi implementasi
berdaya saing pemerintahan | (Penyederhanaan | penyederhanaan
mendorong digital yang Struktur birokrasi
pembangunan efektif, lincah | Organisasi/
nasional dan dan Transformasi
pelayanan publik kolaboratif Organisasi

Berbasis Kinerja

dan Agile)

Pelaksanaan Tingkat

Sistem kerja Baru | implementasi

dengan model

Sistem Kerja Baru

fleksibel bagi dan Fleksibilitas
Pegawai ASN Berkerja Pegawai
Pelaksanaan Indeks SPBE
Arsitektur SPBE Tingkat

Nasional Implementasi

Inisiatif Strategi
Arsiktektur SPBE




Tujuan Sasaran Kegiatan Utama Indikator
1 2 3 4
Pelaksanaan Indeks Perencanaan
Sistem Pembangunan
Akuntabilitas Nilai SAKIP

Kinerja Instansi

Pemerintah yang

terintegrasi

Pelaksanaan Tingkat

Pelayanan Publik | Implementasi

Digital Kebijakan
Transformasi
Digital MPP

Pembangunan Tingkat

Zona Integritas di | Keberhasilan

Unit Kerja Pembangunan Zona
Integritas

Penguatan Tingkat Maturitas

implementasi SPIP

Sistem

Pengendalian

Intern Pemerintah

(SPIP)

Penguatan
Pengelolaan
Pengaduan

Masyarakat

Tingkat Tindak
Lanjut Pengaduan
Masyarakat
(LAPOR)

Penguatan upaya
Pencegahan

Korupsi

Survei Penilaian

Integritas (SPI)

Pelaksanaan Tata
Kelola Kebijakan
Publik

Indeks Kualitas

Kebijakan

Pelaksanaan
Pembentukan
Peraturan
Perundangan-

Undangan

Indeks Reformasi

Hukum




Tujuan Sasaran Kegiatan Utama Indikator
1 2 3 4
Pelaksanaan Arsip | Tingkat Digitalisasi
Digital Arsip
Pelaksanaan Data | Tingkat
Statistik Sektoral | Kematangan
Penyelenggaraan
Statistik Sektoral
Penguatan Indeks Tata Kelola
Pengadaan Barang | Pengadaan
dan Jasa
Pemerintah
Penguatan OPINI BPK
Pengelolaan Tingkat Tindak
Keuangan dan Lanjut
Aset Rekomendasi BPK
Budaya Penataan Jabatan | Tingkat Penerapan
birokrasi Fungsional Kebijakan
BerAKHLAK Transformasi
dengan ASN Jabatan Fungsional
yang Penguatan Tingkat
profesional Manajemen Implementasi
Talenta ASN Manajemen Talenta
Pengelolaan Tingkat
Kinerja Pegawai Implementasi
ASN Kebijakan

Pengelolaan Kinerja
ASN

Penguatan Sistem

Merit

Indeks sistem Merit

Pelaksanaan Core

Indeks BerAKHLAK

Value ASN Employeer
Branding
Pelaksanaan Survey Kepuasan

Pelayanan Publik

Prima

Masyarakat (SKM)

Indeks Pelayanan
Publik

Sumber : Road Map RB Nasional




Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran dan Tema Reformasi Birokrasi Tematik

Pemerintah Kabupaten Buleleng

Tujuan Sasaran Tema
1 2 3

Birokrasi yang Terwujudnya Penanggulangan Kemiskinan
bersih, efektif dan Penyelesaian isu Peningkatan Investasi
berdaya saing tematik Digitalisasi Pemerintahan
mendorong Peningkatan Penggunaan
pembangunan Produk Dalam Negeri (P3DN)
nasional dan Pengendalian Inflasi
pelayanan publik

Sumber : Road Map RB Nasional




3.2 Perencoanosn Belormuost Birckrasi General dan Tematik

3 2.1 Relormausi Birckyisi Gemeral

IDENTIFIKASI PRIORITAS KEGIATAN UTAMA KB GENERAL

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

TAHUN 2023-2024
STER 1
Tingkat keparaharn i ] " e

: ; : : Mandat RR General : Walctu Biava Szala Prieritaa R i

¥o Kegiatan Utama Indikator Utama Kegiatan Rkl (Implementasi netidesak] Rendih ITetal Skor) i
Kendah)

1 3 ) 4 I 5 6 i 8 3
SASARAN STRATEQIS | : TERCIPTANYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DICGITAL YANG LINCAH, KOLABORATIF, DAN AKUNTABEL

1 |Permyvedernanaan Birokrasi 1 |Tiogkat implementas: 10 2 | 5 10 a7 EK_'F'SIJ?J. Eﬁﬂg[-"lﬂ 5
{Penvederhangan Struktur penyederhanaan ' ORGANISASI SETD
Uhrganisast hirnkrasi
Transfermasi Organisasi
Berbasis Kinerja dan Agile| :

2 |Pelalkoanaan Sistem lserja Baru | 2 (Tingkat implementasi 10 2 10 10 aR .E?':'IJEIHL:IIIIIIr E‘?{i].ﬂ.]-] i
dengan model lezaibel bagi Eistem Kerja Baru DRCANISASI EETL:
Pegawal ASN dan Flokaibilitas

Derkeria Pegaeeal

3 |Pelaksanaan Arsliekiur SPEE 3 |'ndcks SFBE 10 & 10 4 29 DISKOMINFOSANTI

MNas:onal
4 [Tingkat lmplemetitaa | i 5 10k 4 29 DISKOMINFOSANTI

aiaiatif Stateg
Srsikickiur SPEE

jdih.bulelengkab.go.id



IDENTIFIKASI PRIORITAS EEGIATAN UTAMA RB GENERAL

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

TAHUN 2023-2024
STEP 1
{ . : _ i _ Mandar KB Geners T‘:Tﬂm H*th“’]?“” Walktu fiaya  |Skala Prioritas e
i Kegiatan Utama Indikaioe Titama Kegiatar e mplemen buesdesak) Rendah fTotal Skor
Rendah|
1 2 3 4 S & H 3 - 3
4 [Pelaksanaan Sistemn 3 |Indeks Perencanagan L T g 7 33 BAFFEDA
Azuntabilites Kinerja Instansi Pembangunan
Pemerintah yang terintegrasi
e “ i |Nilai SAKIF 10 il 1a 5 21 ITDa4, EAPFELIA,
BAGIAN ORGANISAST
SETDA
& |Pelaksanaan Pelsyanan Publik 7 |Tingkat Implementas! 10 3 9 10 32 DPMPTSP
CHgital |Kebijatan
| Trensformasi Digital
MFF
|
£ |Pembangunen Zona lnlegrias & |Tingkat Keberhasilan 10 G 2! 8 a2 ITCEA
di Unit Kerja Pembengline Lona
[nTegricas
7 |Penguaten implementasi Sistem | ¢ [Tingkat Maturitas 10 3 T 8 a0 ITDA
Pengendealiss ntzrn Pemerintah BPIP
(SPIP)
¥ |Penpguatsn Pengelolaan 10 |Ticgkat Tindak 1o 2 9 5 26 ITDA
Fenpaduan Mesyvarakat Lanjut Pengaduen
Masyarakat [LAFOR)
O |Penpuatsn upsyve Pencegalsan 11 [3urvei Penilaian 10 4 9 & 29 ITDA
Knrupsi Intepritas (SF)
10 | Pelaksanaan Tata Kelola | 12 |lndeks Kualitas 10 i 10 7 34 BAGF.‘&H TUKLUM
Kebijakan Publik Kebijakan SETDA
L1 | Pelaksanaan Pembentakan 13 | Indels Relormeesi 10 o 10 & a0 BAGLAN HUKDM

Peraturan Perundang-
Unidangan

[H Lk

SETDA

jdih.bul efengkab.go.id




IDENTIFIKASI PRICRITAS KEGIATAN UTAMA RB GENERAL
PEMERINTAH KABUTATEN BULELENG
TAHUN 2023-2024

3TEF | .
{ Tingkat Keparahan , P
; ; ; | Mandat BB General ; Wikl Biava Skala Prioitas ;
B Kapintan [Marma Indikator tama Kegiatan > My (Tmplemencasi el Rendih (Total Slor) Eoordinator
Rendah)
1 _ 3 I 5 — & 7 - & g
12 Peloksanaan Arsip Digital 14 |Tirgkal Drpialisas 10} a3 o G 20 DAFRD
Arap
13 Pelaksanaan Dats Statistik 15 |Tingkat Kematargan 10 f 10 a 34 DISKOMINFORBANTI
N Fenyelenggaraan
Etasistik Sektoral
14 Pengustan Pengadaen Barang | 1€ |[ndeks Tata Keloia 1 | 4 10 ' T 31 BAGIAN PENGADAAN
dan Jasa Pemerintah Fengadaan BARANG DAN JASA
SETDA
15 Penguatan Pengelolaan 17 | DFINI BPK 10 g 5 E 25 BFKFD
Keuangan dan Asst -
: 18 ‘Tingkat Tindak 10 E 2 5 28 ITDA
Lanjut Rekomendasi
|BPK
SASARAN STRATEGIS 2 : BUDAYA BIRDKRASI BerAKHLAK DERGAN ASN YANG PROFESIONAL
Frnataan Jebamar Fungsional 1 |Tinghkat Penerapan 0 1 14 10 10 BEPEDM
Eekbd|akan
Transformasd Jebetean |
Fungsional
2 Ponguatan Mangjzmen Telenta | 2 |Tinghat lmplementasi -0 £ 5 6 27 BRPEDM
ASN Mangjemen Talenta
4 Penpelclaan Kinerja Pegawai 3 [Tingkat Implemertas] B4 & 10 ] GE BRI'EDM
ASN Kebijakan
Pengelolaan Kinetja
ASN
4  Penpustan Sistem Merit [ 4 [Indeks sistem Medl i0 B £ L 34 EEPSDM

jdih.buletengkab.go.id



IDENTIFIEASE PRIORITAS KEGIATAN UTAMA RE GENERAL
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENCG
TAITUN 2023-2024

b = |
. .| Tingkat Keparahan ] ‘ ; T
: Mandat BRI Genera : Vaktu Hizyi Skala Prioritae Writdi
g i inatar
Ko, Kepintan Utermna Indikator Urama Eegiatar Nssional [Implemeniasi ieendasak) Readah | - [Total Skos
Rendah)
1 2 3 n 5 g 7 . 5 G
5 | Pelaksanaan Core YVabao 4548 5 |mdeks BerABKHLAE 10 h 10 s | 28 BAGLAN ORGANISAS]
EETDA
& |Emplovesr Reanding 10 3 10 2 27 BAGIAN ORGANISASI
SETDA
& | Pelakearaan Pelayanan Publik | 7 |Survey Kepusean 10 5 13 5 30 BAGIAN ORGANISAS]
Prima Mesyarokol [SKM) SETDA
2 |Indeks Pelayenan 10 3 10 2 5 BAGIAN ORGANLSAS]
Publik SETDA

jdih.bulelendkab.go.id




PENETAPAN TARGET RENCANA AKSI BB GENERAL

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2022 - 2024

ESTEP 2
Bassline 2023 bl [nstansi
M. Keglatan Utama Indikatar Utama Kegiatan |Satuan
Target | Realisssi | Capaian | 2023 | 2024 Knordinator Pelaksana
L 2 3 4 = | 6 7 8 g 10 11
SASARAN STRATEGLS 1 - TERCIPTANYA TATA KEELOLA PEMERINTAHAN DIGITAL YANG LINCAH, KOLABORATIF, DAN AKUNTAIEL

|l |Penyederhanaan Birokrasi 1 |Tingkat implementasi % 100 100 1040 100 | 100 BKPSDM, BAGIAN |SELURUH
(Penyederhanaan Strukiur penyederhanaan ORGANIEAZI BETDA |UNIT KERJA
Organisasi/ {birokrasi
Transformasi Organisasi
Berbrsis Kinerja dan Agile)

2 |Pelaksanaan Siscem Kerja Baru | 2 |Tingkat implementasi i - - 1C¢0 100 |BKPSDN, BAGIAN |S8ELURLUH
dengan madel fleksibel bagi Sistem Kerja Baru dan URGANISAS] SETDA |UNIT KERJA
Pegawai ASN Fleksibilitas Berkerja

Pegawai
3 |Peloxsanesn Aratektar SPEBE 3 |Indels SPBE Atiglea 3.03 03 | 1(H] < il 32 |DISKOMINFOSANTI |SILURLUH
Masional UMIT KER.JA
4 |Tingkat Implernentasi G 30 30 100 40 50 |CISKOMINFO STILURUH
Inigintl Strateg SANTI LNIT KEEJA
Arsikctektur SFEE

4 Pelaksamnaan Sislen: 3 |Indeks Perencoanann Angka 100 o4 0] 100 100 |BAFPEDA SELLIRLIH
Akuntabilitas Kinerja [nstansi Pembangunan UNIT KERJA
Pemerintah yang tetintegrasl Mg INre; BAKIP Angka| 70 5333 | 9761 | 70,01| 70 |ITDA, BAPPEDA,  |SELURUH

HAGIAN UKIT KERJA
DRGANISAST SETDA

5 Pelaksanaan Pelavanan Publik | 7 Tingkat Implementasi ke ISEE LOg 100 100 | 100 |DPMFPTSP SELURUH

Digital Kebijakan Transformasi LIMIT KERJA
Digital MPF =

jdih.bulelengkab.go.id



PENETAPAN TARGET RENCANA AKSI RB GENERAL

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
TAIIUN 2023 - 2024

SIEP 2
Raseline 2022 T:]'ﬁf;n [nstansi
Ko. Kegatan Utemmea Incilkator Utama Kegiatan |Eatuan
Target | Realisasi | Capeian | 2023 (2024 |  Koordinator Palaksana
1 2 3 4 5 [ 7 8 9 10 11
4 |Pembangunar Zona Integritas di| 8 [Tingkat Keberhasilan o 25 0 0 25 25 |ITCA SELURUH
Lnit Karja Pembangunan Zona UNIT KERCA
[ntegritas
7 |Penguatan implementasi Sistem | 9 |Tingkat Maturilas SPIP Leve! 3 2,819 94 3 3 |[ITCA SELURLUH
Pengendalian Insern Pemerintah UNIT KERJA
(SPIP| !
R |Penguaten Pengelolaan 10 | Tingkat Tindak Lanjut % 100 100 100 100 | 100 [ITDA SELURLH
Pengaduan Masyarakat Pengaduan Masvaralat UNIT XERJA
(LAPOR,
4 |Penguatan upaya Pencegahan 11 |Survei Penilaian Angka T Ta, 76 22,70 79 T3 |ITDA ITDA
Korupsi Integ-itas {SP1)
10 | Pelaksanaan Tata Kelola 12 |Ihdeks Kualitas Anghkn - 50 60  BASIAN HITKTIM SELURLUH
Kebjakan Publik Kebijalunn (BETDA UNIT KERJA
11 ' Pelaksanaan Pembentukan 13 |Inceks Reformasi Angka 83,4 92,2 107,96 56 88 |BAGIAN HUBRUM SELURUH
Pergturan Perundang-Undangan Hukum SETDA UNIT KERJA |
12  Pelaksanaan Arsip D:gital 14 |Tingkat D:gitalisasi Arsip| 5 B 8 100 25 | &0 |DAPD SELURUH
' UNIT KERJA
13 |Pelaksanaan Data Statistik 15 [Tingkat Kematangan G BO 80 100 85 00 |DISKOMINFOSANTL |SELURUH
Sektoral Penyelengga-aan UNIT KERJA
Statistik Sebtoral |

jdih.bulelengkab.go.id



PENETAPAN TARGET RENCANA AKS] BB GENERAL

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2023 - 2024

STEP 2
Bazeline 20232 TE;:I%_':;I Instanai
Ko, Kegiatan Utama Tdikator Utama Kepiatan | Satuan ey 1
Tarpet | Reslisasi | Capaian | 2023 | 2024 Eoordinator Pelaksana
1 P 3 4 2 5] T 8 g 10 11
14 | Penguaten Pengadaan Barang 16 |Indeks Tata Kelola Angka 75 78,1 104,13 B0 B3 |BAGIAN SELUEUH
dan Jasa Pemerintah Pengadaan FENGADAAN UNIT KERJA
BARANG DAN JASA
IEETTEA
15 |Penguatan Pengelolaan 17 |OPIN] BPE Drpini WTP WP WTF WTP | WTP |BPEPD SELURUH
Keuangzan dan Aset UMIT KERJA
18 |Tingkat Tindak Lanjurt e 100 100 1aG 100 100 |[ITDA SELURUH
Eekomencasi BFK | LNIT KERJA
SASARAN STRATEGIS 2 : BUDAYA BIROKRASI BeraKHLAK CENGAN ASN YANG PROFESIONAL
| 1 |Penataan Jabatan Fungeional 1 |Tingkat Penerapan s 100 i 100 1040 100 | 100 |BKPSDM SELURUH
Kebijakan Transforros LNIT KERJA
Jubatar, Fungsional '
2 |Penguatan Manajemen Talenta 2 |Tingkat Implementasi s 140 100 120 100 | 100 [BESSDM SELURUH
ABN Mansgjemen Talenta LKIT KER./A
3 |Pengelolaan Kinerja Pegawadi 3 |Tingkat Implementasi o L0 100 100 100 | 100 |BEKPSDM SELURUH
ABN Kebijakan Pengelolaan UNIT KER.A
Kinerja ASN
4 |Penguatan Sistem Merit 4 |Indeks sistem Anghka 325 330 100,54 | 325 | 330 [BKPSDM SELURLH
Merit UNIT KERJA

jdih.bulelengkab.go.id



PENZTAPAN TARGET RENCANA AKSI RB GENERAL

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
TAITUN 2023 - 2024

STER? 2
|
1
i Bassline 2022 TELEI::LH Instans
| Mo Kegiatan Utama Indikptor Uteena Eegiatan | Satuan
Target | Realisasi | Capajan | 2023 | 2024 Koordinator Pelaksana
= e e = 3 3 5 & i ] E 10 11
3 |Pelaksanaan Corz Value ASN 5 |Indeks BEerAEHLAX Angka 63 T 122,22 63 64 |BAGIAN SELURLUH
ORGANISASI BETDA |UNIT KEREJA
f |Emoloyeer Branding Angka : E Z ~ | BAGIAN SELLRUH
ORGANISASI SETDA |UNIT KERJA
O |Peluksenann Pelayanan Pulilik T |Burvey Kepuasan Anghke B> E5.0 100,24 85 85 BAGIAN SELURUH
{Prima Masvarakat [SKNM) ORGANISASI SETDA [UNIT KERJA
8 Indeks Felayanan Publik | Anghka 4.3 4.3 10G,.00 4.3 4.3 |BAGIAN SZLURUH
CRGANISASI SETDA [UNIT KERJA

jdih.bulelengkab.go.id
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3.2.2 Reformazsi Birokrasi Tematik

FENETAPAN TEMA RB TEMATIK
FEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2023 - 2024

STEP 1
¥ |
. DAMPAK \
KESESUATAN| Lonycarin | TERHADAD F'E:' i ’;'f{['éﬁ‘ PERCEPATAN
KON TARCET PRIORITAS | “npicilAH | KISEJAHTERAAN ot | KONERIA | NILAY
MO TEMA EKSISTING TAHUN | SATUAN RPIMD MASYARAKAT : TOTAL
2022
. SKALS 1-10
2023 2024 [I=Sangst tidak sesual,....... IC=sangat scsund]
1 P, a 4 5 B i3 8 I o 10 11 i
1 PENANGGULANGAN 6,21 " 5,15 4,9 10 E 10 E b a4
i s 62.76 % 6.85 g,86
5,34 % 53,75 58,23
2 |PENINGEKATAN 34,53 % TG 73 1o y 7 9 v Al
INVESTAS]
3 |DIGITALISAS] 303 Angka U 3. 10 3 10 R 3 43
PEMERINTAHAN
4 |PENINGKATAN 180.327.083.172 | Ruplah | 024.431.499.359 | 514,000,000.000 L0 B g B 3 43
PENGGUNAAN
PROLIUK DALAM 3691 Angka 20,000 25.000
NEGERI [PADN| :
5 |PENGLENLDALIAN 4,53 % 35 35 T B o " 10 45
INFLASI ]

jdih.bulelengkab.go.id



STEF 2

FENETAPAN KINERJA EB TEMATIK
FPEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

A19)

IDENTIFIXAS] MASALAH (bottleeneck)

MENETAPKAN MOXUE INTERFENS]

MENYUSUN KERANGEKA LOGIS

1

2

2

4

TEMA PENANGGULANGAN KEMISKINAN

|

miskin yang belum tersentub program perlindungan

aosial

Masaih terdapar keluargs miskin dan keluarga r-&ﬂLl;m'F"EIungmtan Program Perlindungan Sosial

Pemberian bantuan sosial, jaminan sosial dan
program perlindungan sosial lainnya kepada
keluarga yarg belum tersentuh program pemerintah

Masih banyak kehaarga miskin yang tidak memiiki
rumah layak kuni dan minimnya akses sanitas
larak

Peningkatan Program Infrrastrulktur Dasar

:'n'lﬂﬂ"L‘]EkEltii-EI-']-“..‘.HJﬂlpﬂﬂ sagaran rehab rumeh tidak
‘syak huni dan cakupan rumah tangge dengan
sanitasi layalk kepada romah tangga mizkin

Status pekerjaan kepala rumah tangga dan individu
penduduk miskin di Kabupaten Buleleng sebsgain
besar tidak bekerja/ pengangguran, sebagai petam
dan pedagang kecil

Peningkatan Program Pemberdayaan
masyarakal dan UMKNM

Peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan
ketermmpilan bag masyarakat miskin/lkurang
mempu, pemberdayaan masyarakal ¢i desa dan
pengembangan UMEKR

TEMA PENINGEATAN INVESTASI

Delum tercapainye target reslisas investast

Meningleatr va wawaean dan pemaharmat
terhadap perizinan berusaha

Melaksanakan himbingan teknis dan sosialisasi
implementasi Perizinan Berusaka herbagis Resiko

Meningkattva pelaporan LEPM (Laporan
Kepiatan Penanaman Modal)

Melaksanakan pengawasan Pericinan Resilko

Peninplatan realisasi inveatasi

Melaksanakan pengawssan Perizinan Resiko

jdih.bulelengkab.go.id



3TEF 2

PENETAPAN KINER.JA RB TEMATIK

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

M

IDENTIFIKAS] MASALAH [bott eensck)

MENETAPEAN FOKLUS IKTERFENSI

MEFYUSUN KERANGEA LOGIS

1

2

3

4

TEMA DIGITALISAST PEMERINTAHAN

1

Maaih terdapatnva area blankspot di wilayalk

Meningkatlksn lanerja jaringan

—

Memingkatkan slinan komurdkasi dan kerjasama
antar intan sif lembaga /masyarakat

Mernugsion sistarm pemerintahan herbasis elektromik

internet  komunikaei
2 Sistem pemerintahan vang digunakan belum Melaloukan digitalisasi dan integrasi antar
sepenuhnya berbasis digital elgtam pemerintahan
3 |Behim optimalnye petnanfaatan SDM vang Meningkatkan kualitas 8DM dan komunitas

mempunyai kualifikaei TIK

masyarakat dalam kemamouan TTE

mazyarakat daiam TTK

TEMA PENINGEATAN PENGGUNAAN PROCUK DALAM NEGERL (PADH)

1

Masil lkurangaya penggunaan produle dalom negeri
dun produk lokal

Menin gleatlan produksi den zemasaran

aroduk dalam neger dan produk lokal

Meningkarkan belanje produi dalam neger dan
sroduk lokal dalam belanjz barang jasa pemerintah
dengun memanfaathon katalog elekioonik

Belum optimalnya penggunadgn anggaran
pemerintah dalum belanja produlk dalam negen

Meningkatkan prosentase belarnia produk
dalam nepger minimal 40% pada belanja
barang jasa pemerintah

Melaksanakanmoritoring, evaluasi belanja barang

-pea pemerintan dalam belanja preduk dalam negeri

TEMA PENGENDALIAN INFLAEI

1

Masih terjadinva gejolak inflasi

Meningkatkan monitoring, operas: pasar dan
Kerjesama Amtar Duerah

Melaksanakanrnoritoring, operas: pasar dan
Kerjasama Antat Dacerah

jdih.bulelengkab.go.id
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BAB IV
MEKANISME MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Monitoring dan evaluasi wajib dilakukan untuk mengetahui berjalan
atau tidaknya rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan Reformasi
Birokrasi Tematik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng. Monitoring
dan evaluasi akan memberikan informasi penting ketika pelaksanaan rencana
aksi tidak berjalan sesuai yang diharapkan maka dilakukan analisis dan
rekomendasi untuk mendorong perbaikan berkelanjutan. Monitoring dan
evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General dan Tematik

dilakukan secara berkala.

Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi
Birokrasi Tematik dapat saling berhubungan sehingga monitoring dan evaluasi
Reformasi Birokrasi yang komprehensif menjadi penting. Monitoring dan
evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilaksanakan oleh Tim Evaluasi
Internal (APIP) sesuai pedoman Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi.



BAB V
PENUTUP

Reformasi Birokrasi dilakukan dalam upaya mewujudkan pemerintahan
yang bersih, efektif dan berdaya saing dan mampu mendorong capaian
pembangunan nasional dan daerah, daya saing global dan peningkatan
pelayanan publik, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi
masyarakat secara cepat, tepat, profesional serta bersih dari praktik Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Mengingat Reformasi Birokrasi termasuk ke dalam agenda prioritas
nasional, maka melalui penetapan Road Map Reformasi Birokrasi dapat
mendukung percepatan pembangunan nasional dan daerah. Sehingga dengan
strategi Reformasi Birokrasi yang baru, diharapkan juga dapat mendorong
percepatan capaian sasaran strategi Reformasi Birokrasi dan memberikan

dampak langsung kepada masyarakat.

Penetapan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten
Buleleng ini, diharapkan dapat membantu menciptakan kesuksesan
pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional yang merupakan tanggung jawab
segenap elemen pemerintahan. Sehingga kesadaran dan komitmen yang kuat

harus dibangun bersama.

PENJABAT BUPATI BULELENG,

Ttd

KETUT LIHADNYANA



